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ABSTRAKSI 

Nama            :  Arif Wicaksono Santoso 
NIM            :  201610110311219 
Judul           :    Pengaturan Kerahasiaan Identitas Anak Korban Kasus 

Kekerasan melalui Media Elektronik dalam Sistem Peradilan 
Anak di Indonesia 

Pembimbing  : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. 
    Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. 
 
Identitas anak korban sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) kasus 
kekerasan perlu dilindungi dari berbagai media dan pemberitaan. Oleh karena itu, 
pengungkapan identitas ABH kasus kekerasan melalui media elektronik merupakan 
sebuah pelanggaran, yaitu pada Pasal 19 ayat (1) UU SPPA. Pers merupakan media 
informasi, pendidikan, dan hiburan, namun juga perlu menimbang fungsinya 
sebagai kontrol sosial, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU Pers. Pasal 6 poin b dan 
Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa Pers berkewajiban untuk menegakkan 
HAM. Pasal 7 ayat (2) UU Pers, para wartawan bekerja sesuai dengan Kode Etik 
Jurnalistik. Pasal 32 ayat (3) UU ITE, setiap orang dilarang untuk memberikan 
akses informasi elektronik yang bersifat rahasia menjadi informasi publik dengan 
keutuhan data yang tidak semestinya, atas dasar merugikan orang lain (Pasal 36 UU 
ITE). Bentuk perlindungan hukum pelanggaran publikasi identitas ABH melalui 
media elektronik dalam sistem peradilan pidana anak yaitu pada Pasal 64 ayat (2) 
angka 7 UU Perlindungan Anak dan Pasal 3 poin 9 UU SPPA bahwa ABH 
mendapatkan perlindungan khusus dengan cara tidak dipublikasikan identitasnya 
melalui media massa untuk menghindari labelisasi. Dalam Pasal 5 poin a dan i UU 
Perlindungan Saksi dan Korban, ABH dilindungi haknya dan mendapatkan 
perlindungan khusus untuk memperoleh perlindungan keamanan pribadi dan 
keluarga dan anak juga perlu dirahasiakan identitasnya. 
 
Kata Kunci: Identitas anak, Pers, dan SPPA 
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ABSTRACT 

Name    :  Arif Wicaksono Santoso 
NIM     :  201610110311219 
Title :  Regulation of Confidentiality of Identity of Child Victims of 

Violence through Electronic Media in the Indonesian Juvenile 
Justice System 

Advisors   : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. 
    Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. 
 
The identity of child victims in cases of violence needs to be protected from various 
media and news. Therefore, disclosing the identity of the child cases of violence 
through electronic media is a violation, namely Article 19 paragraph (1) of the 
Juvenile Criminal Justice System Law. The press is a medium of information, 
education and entertainment, but also needs to consider its function as social 
control, in accordance with Article 3 paragraph (1) of the Press Law. Article 6 point 
b and the Journalistic Code of Ethics states that the Press is obliged to uphold human 
rights. Article 7 paragraph (2) of the Press Law states that journalists work in 
accordance with the Journalistic Code of Ethics. Article 32 paragraph (3) of the 
Electronic Information and Transaction Law, every person is prohibited from 
providing access to electronic information that is confidential to public information 
with improper data integrity, on the basis of harming others (Article 36 of the 
Electronic Information and Transaction Law). The form of legal protection for 
violations of the child identities publication through electronic media in the 
Juvenile Criminal Justice System is in Article 64 paragraph (2) number 7 of the 
Child Protection Law and Article 3 point 9 of the Juvenile Criminal Justice System 
Law that the child receives special protection by not publishing their identities 
through the mass media to avoid labelling. In Article 5 points a and i of the Witness 
and Victim Protection Law, the child are protected by their rights and receive special 
protection to obtain protection of personal and family security and children also 
need to keep their identity confidential. 
 
Key terms: Child identity, Press, and SPPA
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